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ABSTRAK 

 Koperasi pada dasarnya merupakan bagian daripada badan usaha yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh seluruh anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama dalam bidang 

ekonomi. Koperasi juga dapat dikatakan sebagai badan hukum yang berlandaskan asas 

kekeluargaan dengan seluruh anggotanya terdiri dari perorangan ataupun badan hukum dengan 

tujuan menyejahterakan anggotanya. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Cipta Kerja pemerintah banyak merubah mengenai kebijakan-kebijakan yang mengatur 

mengenai koperasi di Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan 

yuridis normatif, namun didukung dengan data lapangan. Dengan spesifikasi penelitian 

deskriptif analitis, serta dengan jenis data yang digunakan yaitu data Primer dan Sekunder 

dengan wawancara dan bahan pustaka, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. 

Hasil penulisan hukum ini menjunjukkan bahwasannya dengan adanya Undang-undang Nomor 

6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh 

Koperasi. Undang-undang ini merubah kebijakan dalam hal pendirian yang semulanya 

persyaratan pendirian sebuah koperasi berminimalkan 20 orang anggota menjadi 9 orang 

anggota. Serta dengan adanya aturan terbaru ini pemerintah diharuskan untuk mendampingi 

segala bentuk koperasi yang telah berdiri di Indonesia, dan juga pemerintah akan melancarkan 

kegiatan berusaha koperasi Syariah dengan diwajibkannya setiap koperasi di Indonesia yang 

berlandaskan Syariah memiliki dewan pengawas tersendiri. 
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